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TAK SEMUA SOAL PUNGLI

93 Pegawai KPK Jalani Sidang Etik
JAKARTA (KR) -

Sebanyak 93 pegawai

Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) akan men-

jalani sidang kode etik.

Namun dari jumlah terse-

but  tidak semuanya ber-

urusan dengan dugaan

penerimaan uang dari pu-

ngutan liar (pungli) di

Rumah Tahanan (Rutan)

KPK.

”Macam-macam kan,

bukan hanya menerima,

sebagai pimpinan, misal-

nya, tidak bisa melakukan

pembinaan, kan etik ma-

cam-macam,” kata Ang-

gota Dewan Pengawas

(Dewas) KPK Albertina

Ho saat konfirmasi di

Jakarta, Jumat (12/1).

Dijelaskan, ada berbagai

tingkatan dugaan pelang-

garan kode etik yang mem-

buat pegawai KPK harus

disidang oleh Dewas KPK.

”Diduga terlibat dalam arti

etik, etik pasal mana nanti

kan akan kita lihat lagi,

etik kan banyak,” ujar

Albertina.

Mantan hakim tersebut

mengatakan sidang etik

tersebut akan digelar bu-

lan ini, namun belum bisa

menyampaikan kapan

tanggal pastinya. Fokus

pada sidang kode etik bu-

kan berapa besaran uang

yang diterima para pihak

yang terlibat dalam kasus

tersebut melainkan soal

integritas pegawai KPK

dalam melaksanakan tu-

gas jabatannya.

”Kalau kami tidak mem-

perhatikan jumlah berapa

kalau itu kan masalah pi-

dana. Kalau kami dari

etik kami lihat integritas-

nya, dia menerima sesu-

atu yang bukan haknya,

menyalahgunakan wewe-

nang dia sebagai pegawai

rutan itu sudah jadi

masalah kan untuk etik,”

ujarnya.

Albertina juga menjelas-

kan, pegawai yang akan

disidang kode etik menca-

pai 93 orang karena petu-

gas Rutan KPK menda-

patkan rotasi tugas secara

berkala. Sebelumnya, De-

was KPK mengumumkan

temuan soal pungli di

Rutan KPK yang jumlah-

nya mencapai Rp 4 miliar

pada periode Desember

2021-Maret 2022.

”Ini murni temuan De-

wan Pengawas, tidak ada

pengaduan,” ucap Alber-

tina. (Ant/Has)-d

DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL DI SD SWASTA

Kedepankan Keberpihakan kepada Korban
YOGYA (KR) - Penanganan terhadap

dugaan kasus kekerasan seksual di salah

satu Sekolah Dasar (SD) swasta di Yogya-

karta, harus mengedepankan keber-

pihakan kepada korban dan keluarga

korban.

Saat ini dugaan kasus pelecehan sek-

sual tersebut sudah ditangani instansi ter-

kait yaitu Dinas Pemberdayaan Perem-

puan, Perlindungan Anak dan Pengen-

dalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Tentu-

nya dalam penanganan korban dan ke-

luarganya harus mendapat perlindungan.

”Saya minta dalam penanganan kasus

ini harus mengedepankan dan berpihak

kepada korban serta keluarga korban.

Karena ini kan stigma dan berkaitan de-

ngan psikologis. Bahkan ada kasus di-

mana korban tidak berani melapor karena

stigma trauma yang luar biasa. Untuk itu

saya minta mereka harus benar-benar

dilindungi,” kata Sekretaris Daerah

(Sekda) DIY Beny Suharsono di Kepa-

tihan, Yogyakarta, Jumat (12/1).

Menurut Beny, adanya dugaan kasus

kekerasan seksual di salah satu SD swas-

ta di Yogyakarta itu harus dijadikan pem-

belajaran bagi semua pihak, supaya di

masa-masa mendatang kasus serupa ti-

dak terulang lagi. Karena itu selain pe-

nanganan yang harus mengedepankan

keberpihakan kepada korban dan keluar-

ganya, perlu ada perlakuan khusus kepa-

da korban agar tidak terjadi trauma men-

dalam ke depannya. Mengingat masa de-

pan anak-anak yang diduga menjadi kor-

ban itu masih sangat panjang.

”Korban dan keluarganya harus dilin-

dungi karena masa depan mereka masih

sangat panjang. Untuk itu supaya tidak

menimbulkan trauma yang berkepan-

jangan, harus ada healing, pendampingan

dan sebagainya,” terang Beny.

Beny menambahkan, terkait dugaan ke-

kerasan seksual oleh guru di sekolah

tersebut, sebetulnya penjaringan terha-

dap tenaga pendidikan di sekolah sudah

dijalankan. Karena sekolah pasti telah

melakukan serangkaian seleksi termasuk

rekam jejak guru sebelum ditetapkan se-

bagai tenaga pengajar. Walaupun reali-

tanya terkadang masih ditemukan oknum

guru yang melakukan pelanggaran. Hal

itu harus menjadi bahan evaluasi dan

pembelajaran bersama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Pe-

rempuan, Perlindungan Anak dan Pe-

ngendalian Penduduk DIY Erlina Hida-

yati Sumardi menyatakan, kasus kekeras-

an seksual yang diduga dialami sejumlah

murid SD swasta itu kini telah ditangani

dinas terkait. (Ria)-f

BANGUN RUMAH HARUS TAHAN GEMPA

Indonesia Negara Berisiko Bencana Paling Tinggi
JAKARTA (KR) - Kepala Badan Nasio-

nal Penanggulangan Bencana (BNPB)

Letjen TNI Suharyanto menyatakan, Indo-

nesia menjadi salah satu negara dari 35 ne-

gara di dunia yang memiliki potensi risiko

bencana paling tinggi.

”Memang Indonesia ini terkenal dengan

negara yang potensi bencananya sangat

tinggi,” kata Suharyanto dalam Kaleidos-

kop Bencana 2023 dan Outlook Bencana

2024 di Jakarta, Jumat (12/1).

Suharyanto menyebutkan, sepanjang

2020 sampai 2023, Indonesia mengalami

ribuan kali bencana, seperti pada 2023

mencapai 4.940 kali bencana, sedangkan

pada 2020-2021 sebanyak 6.000 kali benca-

na. Untuk kejadian bencana 2023 yang

mencapai 4.940 kali itu didominasi benca-

na hidrometeorologi basah, seperti banjir,

tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Namun, kata Suharyanto, meski kejadi-

an bencana di Indonesia terus meningkat,

dampaknya tidak selalu berbanding lurus.

Sebagai contoh, untuk rumah rusak terda-

pat penurunan, yaitu pada 2021 sebanyak

158.659 rumah, pada 2022 sebanyak

95.403 rumah, dan pada 2023 menurun la-

gi meski intensitas kejadian bencana se-

makin meningkat dari tahun ke tahun.

Sedangkan Jawa Barat merupakan dae-

rah yang paling sering ditimpa bencana,

namun rumah yang paling banyak rusak

justru terdapat di Nusa Tenggara meski

kejadian di daerah tersebut sedikit. Hal itu

terjadi karena pada 2022-2023, bencana di

Nusa Tenggara bukan berupa banjir dan

longsor, melainkan bencana siklon tropis.

Kemudian, terkait jumlah orang yang

meninggal atau hilang, pada 2022 jumlah-

nya tinggi, karena saat itu terdapat gempa

Cianjur yang menelan korban jiwa 602

orang. Pada 2023 turun, karena tidak ada

bencana yang sangat signifikan hingga

mengakibatkan orang yang meninggal

banyak. ”Ini tentu saja kejadiannya fluktu-

atif. Kita tidak bisa melihat dari jumlah ke-

jadian bencananya. Meskipun kejadiannya

meningkat, tetapi dampaknya tidak selalu

berbanding lurus dengan jumlah kejadi-

an,” kata Suharyanto.

Di sisi lain, Suharyanto mengimbau Pe-

merintah Daerah (Pemda) untuk memben-

tuk program membangun rumah yang

tahan gempa. (Ant/San)-f

PEMANTAUAN ANAK SAAT KAMPANYE

KPU-Bawaslu Diminta Lebih Optimal 
TERKAIT VONIS RAFAELALUN 

Tim Jaksa KPK Ajukan Banding

”Hingga kini masih dite-

mukan pelanggaran anak

ikut dalam kampanye, ha-

rapan kami agar Bawaslu

dan KPU terus melakukan

pemantauan,” kata

Komisioner KPAI Dyah

Puspitarini saat dihubungi

dari Jakarta, Jumat (12/1).

Dyah mengatakan, hing-

ga kemarin masa kampa-

nye Pemilu 2024, KPAI

masih mendapati peserta

pemilu yang melibatkan

anak untuk berkampanye.

Bahkan, menjadikan anak

sebagai komoditas pemilu.

Namun, ia tidak merinci

satu per satu temuan terse-

but.

Oleh karena itu, Dyah

meminta penyelenggara

pemilu dalam hal ini KPU

dan Bawaslu di tataran

pusat hingga di daerah un-

tuk tak berhenti melakukan

pemantauan dan upaya-

upaya lainnya agar hal

tersebut tidak terus terjadi. 

”Bawaslu dan KPU di

daerah juga harus ikut me-

mantau,” kata dia.

Lebih lanjut, Dyah meng-

ingatkan kembali adanya

nota kesepahaman antara

KPAI, Lembaga Nasional

Hak Azasi Manusia

(LNHAM), Bawaslu dan

KPU, terkait pemilu ramah

anak yang harus ditaati

bersama demi kebaikan

anak-anak Indonesia di

masa yang akan datang. 

”KPAI, LNHAM dan

Bawaslu serta KPU telah

melakukan MoU terkait

pemilu ramah anak, harus

ditaati bersama,” katanya.

Berkaca dari penyeleng-

garaan pemilu-pemilu sebe-

lumnya, KPAI ikut melaku-

kan pengawasan terhadap

penyalahgunaan anak

dalam politik selama tahap-

an Pilpres 2014, Pilkada

2017 dan 2018 serta Pemilu

2019. 

Hasil pengawasan terse-

but menunjukkan, masih

banyak peserta pemilu dan

pilkada yang melibatkan

anak pada masa kampanye

dan jumlah sengketa peng-

hitungan hasil pemilu hing-

ga mencapai 248 kasus

yang dilakukan 12 partai

politik nasional pada tahun

2014.

Selanjutnya, pada Pemilu

2019, didapati pelanggaran

kurang lebih 80 kasus

penyalahgunaan anak oleh

partai politik peserta

pemilu. (Ant/Obi)-f

JAKARTA (KR) - Upaya banding di-

ajukan tim jaksa Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK) atas putusan

majelis hakim Pengadilan Tindak Pida-

na Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap

mantan pejabat Direktorat Jenderal

Pajak Kementerian Keuangan Rafael

Alun Trisambodo. Pasalnya, putusan

dinilai belum mempertimbangkan bebe-

rapa fakta hukum mengenai aset yang

diduga dari hasil korupsi dan Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU).

”Jadi, setelah tim jaksa KPK meng-

analisis pertimbangan majelis hakim,

maka hari ini tim jaksa telah mengaju-

kan banding ke Pengadilan Tinggi

melalui PN Jakarta Pusat atas putusan

majelis hakim dimaksud,” jelas Kepala

Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat

dikonfirmasi wartawan di Jakarta,

Jumat (12/1).

Banding yang diajukan tim jaksa

KPK ini, menurutnya, terkait belum

dipertimbangkannya beberapa fakta

hukum. Hal ini seperti mengenai aset

yang diduga dari hasil korupsi dan TP-

PU. ”Dan sebagai bagian efek jera, ka-

mi  berupaya optimalisasi asset reco-

very hasil kejahatan korupsi dengan

melakukan penyitaan dan perampasan

untuk dikembalikan kepada negara,”

tutur Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya,

Rafael Alun divonis 14 tahun penjara

dan denda sebesar Rp 500 juta subsider

3 bulan penjara dalam kasus dugaan

gratifikasi dan TPPU. 

Rafael Alun juga dijatuhi pidana tam-

bahan membayar uang pengganti sebe-

sar Rp10,079 miliar dalam kurun wak-

tu satu bulan pascaputusan berke-

kuatan hukum tetap, subsider 3 tahun

penjara.

Rafael Alun terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana korupsi dan

TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu,

kedua, dan ketiga JPU KPK.    (Ful)-d

KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WISATA: Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Jalan Tol

Yogya-Bawen di Seyegan, Sleman, Jumat (12/1/2024). Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen dengan total panjang 75,12 km yang melintasi 8,80 km wilayah DIY dan 66,32 km wilayah Jawa

Tengah itu diharapkan mampu mendorong pengembangan industri dan pariwisata. 

JAKARTA (KR) - Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) meminta KPU dan
Bawaslu mengoptimalkan pemantauan untuk
memastikan anak tidak dilibatkan dalam
kampanye dan menjadi komoditas pemilu.


